DAFTAR PUSTAKA

Peraturan:

Pasal 1 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016.

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 122 Tahun 2023 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.

Pasal 1 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa.

Pasal 1 ayat 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa.

Pasal 1 ayat 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa.

Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Desa.

Pasal 1 ayat 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa.

Pasal 1 ayat 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa.

Pasal 1 ayat 13 Peraturan Desa Majasem Kecamatan Kemangkon Tahun 2018
tentang Lelang Tanah Desa.

Pasal 1 ayat 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa.

Pasal 1 ayat 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa.

Pasal 1 ayat 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa.

124



125

Pasal 1 ayat 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa.

Pasal 1 ayat 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa.

Pasal 1 ayat 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa.

Pasal 1 ayat 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa.

Pasal 1 ayat 22 Peraturan Desa Prayungan Kecamatan Sumberejo Kabupaten
Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sewa Tanah Kas Desa.

Pasal 1 ayat 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa.

Pasal 1 ayat 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa.

Pasal 1 ayat 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa.

Pasal 1 ayat 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa.

Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa.

Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa.

Pasal 4 Peraturan Bupati Magelang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pengelolaan Aset Desa.

Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa.

Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa.

Pasal 6 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa.
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Pasal 6 ayat 4 dan 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa.

Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 122 Tahun 2023 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa.

Pasal 7 n Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa.

Pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa.

Pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa.

Pasal 12 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa.

Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa.

Pasal 42 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa.

Pasal 42 ayat 3 a-c Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa.

Pasal 46 ayat 2-4 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa.

Pasal 63 ayat 1 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66 Tahun 2017 tentang
Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Keuangan dan Aset Desa.

Pasal 63 ayat 2 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66 Tahun 2017 tentang
Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Keuangan dan Aset Desa.

Pasal 66 ayat 2 dan 3 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66 Tahun 2017 tentang
Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Keuangan dan Aset Desa.
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Pasal 66 ayat 5 dan 6 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66 Tahun 2017 tentang
Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Keuangan dan Aset Desa.

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa.

Pasal 91 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1550 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1550 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1551 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1551 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1552 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1553 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1554 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1555 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1555 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1555 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1556 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1560 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1561 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1562 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1563 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1564 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
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Pasal 1566 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pasal 1567 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pasal 1569 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pasal 1570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pasal 1571 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pasal 1575 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pasal 1579 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pasal 1581 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pasal 1583 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Prinsip-prinsip Pengadaan Tahan
Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
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Skripsi/Thesis:
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Artikel Jurnal:
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No. 2. 2016.
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